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UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Putusan MA tentang
Kasus Pajak Asian Agri

Jakarta, 3 Januari 2013- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan
kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus pajak Asian Agri Group
(AAG) dengan terdakwa Suwir Laut alias LIU CHE SUI alias ATAK. Putusan tersebut
tercantum dalam Petikan Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 yang diputuskan
dalam rapat permusyawaratan MA pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012.

Dalam petikan putusannya, MA menyatakan bahwa terdakwa Suwir Laut terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyampaikan Surat
Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap
Secara Berlanjut”.  Oleh karena itu, kepada terdakwa dipidana dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun dan mensyaratkan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 14 (empat belas)
perusahaan yang tergabung dalam AAG yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh
Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang dengan jumlah total sebesar
Rp 2.519.995.391.304,- (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat
Rupiah) secara tunai.

Menanggapi hasil putusan MA tersebut, Ditjen Pajak sangat menghargai putusan
tersebut yang mencerminkan tegaknya keadilan dan kebenaran di negeri kita.  Ditjen
Pajak juga menghargai segala dukungan dari para pihak yang terkait dalam proses
hukum yang pada akhirnya memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku tindak pidana
di bidang perpajakan. Putusan MA tersebut sangat bermanfaat untuk menciptakan efek
jera bagi pelanggar kewajiban perpajakan dan semakin meningkatkan pemahaman
bahwa pidana pajak tidak hanya dapat diterapkan terhadap Wajib Pajak, namun juga
dapat diberlakukan bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang
menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang
membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Untuk selanjutnya, Ditjen Pajak akan semakin memperkuat komitmen melakukan
reformasi sistem administrasi perpajakan termasuk penegakan hukum perpajakan secara
konsisten terhadap para Wajib Pajak/pihak terkait yang menghindari kewajiban
perpajakannya, agar terjadi keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak untuk
membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd

Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001

SIARAN PERS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

Informasi Lebih Lanjut :
Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak
Telp. 021 5250208 ext 51633
Fax. 021 5736088
www.pajak.go.id

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Putusan MA tentang
Kasus Pajak Asian Agri

Jakarta, 3 Januari 2013- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan
kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus pajak Asian Agri Group
(AAG) dengan terdakwa Suwir Laut alias LIU CHE SUI alias ATAK. Putusan tersebut
tercantum dalam Petikan Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 yang diputuskan
dalam rapat permusyawaratan MA pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012.

Dalam petikan putusannya, MA menyatakan bahwa terdakwa Suwir Laut terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyampaikan Surat
Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap
Secara Berlanjut”.  Oleh karena itu, kepada terdakwa dipidana dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun dan mensyaratkan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 14 (empat belas)
perusahaan yang tergabung dalam AAG yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh
Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang dengan jumlah total sebesar
Rp 2.519.995.391.304,- (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat
Rupiah) secara tunai.

Menanggapi hasil putusan MA tersebut, Ditjen Pajak sangat menghargai putusan
tersebut yang mencerminkan tegaknya keadilan dan kebenaran di negeri kita.  Ditjen
Pajak juga menghargai segala dukungan dari para pihak yang terkait dalam proses
hukum yang pada akhirnya memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku tindak pidana
di bidang perpajakan. Putusan MA tersebut sangat bermanfaat untuk menciptakan efek
jera bagi pelanggar kewajiban perpajakan dan semakin meningkatkan pemahaman
bahwa pidana pajak tidak hanya dapat diterapkan terhadap Wajib Pajak, namun juga
dapat diberlakukan bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang
menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang
membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Untuk selanjutnya, Ditjen Pajak akan semakin memperkuat komitmen melakukan
reformasi sistem administrasi perpajakan termasuk penegakan hukum perpajakan secara
konsisten terhadap para Wajib Pajak/pihak terkait yang menghindari kewajiban
perpajakannya, agar terjadi keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak untuk
membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd

Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001

SIARAN PERS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

Informasi Lebih Lanjut :
Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak
Telp. 021 5250208 ext 51633
Fax. 021 5736088
www.pajak.go.id

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Putusan MA tentang
Kasus Pajak Asian Agri

Jakarta, 3 Januari 2013- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan
kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus pajak Asian Agri Group
(AAG) dengan terdakwa Suwir Laut alias LIU CHE SUI alias ATAK. Putusan tersebut
tercantum dalam Petikan Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 yang diputuskan
dalam rapat permusyawaratan MA pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012.

Dalam petikan putusannya, MA menyatakan bahwa terdakwa Suwir Laut terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyampaikan Surat
Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap
Secara Berlanjut”.  Oleh karena itu, kepada terdakwa dipidana dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun dan mensyaratkan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 14 (empat belas)
perusahaan yang tergabung dalam AAG yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh
Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang dengan jumlah total sebesar
Rp 2.519.995.391.304,- (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat
Rupiah) secara tunai.

Menanggapi hasil putusan MA tersebut, Ditjen Pajak sangat menghargai putusan
tersebut yang mencerminkan tegaknya keadilan dan kebenaran di negeri kita.  Ditjen
Pajak juga menghargai segala dukungan dari para pihak yang terkait dalam proses
hukum yang pada akhirnya memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku tindak pidana
di bidang perpajakan. Putusan MA tersebut sangat bermanfaat untuk menciptakan efek
jera bagi pelanggar kewajiban perpajakan dan semakin meningkatkan pemahaman
bahwa pidana pajak tidak hanya dapat diterapkan terhadap Wajib Pajak, namun juga
dapat diberlakukan bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang
menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang
membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Untuk selanjutnya, Ditjen Pajak akan semakin memperkuat komitmen melakukan
reformasi sistem administrasi perpajakan termasuk penegakan hukum perpajakan secara
konsisten terhadap para Wajib Pajak/pihak terkait yang menghindari kewajiban
perpajakannya, agar terjadi keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak untuk
membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd

Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001


